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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesusai dengan kodratnya sebagai mahkluk sosial, manusia senantiasa
membutuhkan bantuan dan kerjasama yang erat dengan orang lain, karena pada
dasarnya manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan seorang diri. Bentuk hubungan

antar manusia dapat berupa hubungan dengan manusia lain sebagai sesama warga

hubunganya antara yga %{qﬂerﬁaﬁyﬁd i 4

norma yang meng@tur, a%i kIanya hub e 'gntara yarga Negara yang satu

atau perselisihalf yang dfeiiR

hukum. Hukum sebagai suatu norma mempunyai fungsi mengatur,
diidentifikasikan berbeda-beda, karena memang para sarjana mempunyai

pandangan sendiri-sendiri sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, definisi hukum adalah:

“Hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan
tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-
badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi

berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.”



Dari definisi yang dikemukakan oleh C.J.C.T. Simorangkir dan Woerjono
Sastropranoto diatas, maka hukum sebagai peraturan tingkah laku Dalam
pergaulan hidup, bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam Masyarakat, yang
mana hal ini merupakan tujuan pokok dari hukum. Sementara itu menurut Surojo
Wignjodipuro, hukum juga mempunyai Peranan yang vital dalam pergaulan
masyarakat, menurutnya: “Hukum mempunyai peranan dalam mengatur dan
menjaga ketertiban Masyarakat, yang diantaranya adalah mengatur hubungan
antara warga masyarakat yang satu dengan lainya, hubungan mana harus

didasarkan pada kaidah atau normagang berlaku. adanya hukum itu bertujuan

fkum Perdata, sedangkan

diaturnya itu, hukum pidana yang termasuk kedalam golongan hukum Publik.

Satochid Kartanegara, mendefinisikan hukum pidana atas beberapa sudut
pandang, yang diantaranya atas pandangan atau tinjauan dari segi hukum pidana
dalam arti objektif dan dalam arti subyektif. Pengertian hukum pidana dalam arti
objektif atau luspoenale, yang menurut Satochid Kartanegara adalah: “Hukum
pidana dalam arti Objektif yang juga disebut [uspoenale yaitu sejumlah Peraturan
yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan dimana Terhadap

pelanggaranya diancam dengan hukuman.”



Sedangkan hukum pidana dalam arti subyektif menurut Satochid
Kartanegara adalah: “Sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk

menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.”

Dengan memperhatikan definisi hukum pidana sebagaimana dikemukakan
oleh Satochid Kartanegara, maka dapat diketahui bahwa hukum pidana itu berisi
perintah dan larangan, Negara akan menjatuhkan hukumannya apabila perintah
dan larangannya tersebut dilanggar. Meskipun dalam peraturan telah ditentukan
apa yang boleh dan harus diperbuat dan apa yang dilarang untuk dilakukan,

seringkali aturan tersebut dilangggs®Temsganusia. Kondisi demikian itu berkaitan

memenuhi kebutuhan

sistem hukum erpa kontinental. Menurut sistem KUHP bahwa aturan-aturan
hukum pidana dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian umum dan bagian
khusus. Bagian umum (Buku I KUHP) memuat sejumlah ketentuan-ketentuan dan
azas-azas, buku Il berisi tentang kejahatan dan buku Il berisi tentang

pelanggaran.

Dalam buku I KUHP yaitu dalam bab VI pasal 63 sampai dengan 71, yaitu
tentang Concursus (samenloop) atau gabungan tindak pidana, dimana Concursus
ini mempunyai beberapa jenis yaitu Concursus realis dan Concursus idealis serta

perbuatan berlanjut (voortgezette handeling), yang didasarkan kepada perbuatan
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yang dilakukan, hubungan antara beberapa perbuatan, dan penggolongan tindak

pidana.’

Penerapan sistem pemidanaan Concursus dalam praktek peradilan berbeda
beda, yaitu lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang yang telah
melakukan satu atau beberapa perbuatan yang menyebabkan beberapa aturan

hukum pidana dilanggar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis dapat

pemidanaan Concursus

Qe

1. Untuk mengetahui iterag-ltgn

Dalam putusan pengadilan.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan diterapkan atau tidaknya sistem

Pemidanaan Concursus dalam putusan Pengadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang penulis lakukan adalah:

1. Secara Teoritis
a. Diharapkan dapat memberikan pemikiran dan pengetahuan keilmuan
Dibidang hukum pidana khususnya penerapan sistem pemidanaan

Concursus dalam praktek peradilan.



b. Sebagai bahan literatur dibidang hukum pidana mengenai penerapan
Sistem pemidanaan Concursus dalam praktek peradilan pidana.

2. Secara Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat diambil manfaatnya oleh para pihak

Yang berkepentingan khususnya aparat penegak hukum dalam menerapkan sistem

Pemidanaan Concursus. Dan disisi lain dapat memberikan informasi tambahan
yang sifatnya ilmiah serta dapat dipergunakan sebagai bahan referensi kepada

pihak-pihak yang tertarik meneliti masalah penerapan sistem pemidanaan

Concursus dalam praktek peragi®

Menurut

tdﬂl&i

=
melakukan suatu pe uat‘aﬁ ia mela Beberagh peraturan hukum pidana,
hqie gl
atau: apabila seseorang melaRtem=bebesemeeETDUAtan dan tiap-tiap perbuatan itu
merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana, atau merupakan beberapa delik
yang belum dijatuhi oleh hakim dan beberapa delik yang dilakukan oleh satu

orang itu, diadili sekaligus.

Selain itu menurut Waluyadi Concursus adalah seseorang yang melakukan
satu atau beberapa perbuatan yang melanggar lebih dari satu aturan pidana,
dimana perbuatan tersebut dilakukan serempak, yang kemudian hakim akan
memutuskan secara bersamaan perbuatan tersebut yang masing-masing dari 7

perbuatan tersebut belum dijatuhi hukuman.”



Dari pengertian Concursus diatas dapat diketahui bahwa Concursus dapat
Dibagi dua yaitu Concursus idealis dan Concursus realis, yang dapat diterangkan

Sebagai berikut:

1. Concursus idealis yaitu seseorang yang melakukan satu perbuatan yang
menyebabkan beberapa aturan pidana dilanggar.
2. Concutsus realis yaitu sesorang yang melakukan beberapa perbuatan yang

menyebabkan beberapa aturan pidana dilanggar.

Pokok permasalahan dalam Concursus adalah mengenai ukuran atau

jumlah ancaman pidana yange#farus dif#pkan oleh seorang hakim, apabila

seseorang melakukan gefu tb,u%ge de'?birtia
Q‘i s

ang menyebabkan beberapa

1.

beberapa Tindak pida

3 yang'#ﬂam@ﬁagﬁé?anca dengan pidana pokok yang
Berbada-beda maka menurut sistem Ini terhadap sesorang itu hanya dapat
Dijatuhkan pidana pokok yang paling berat, meskipun orang tersebut Melakukan

beberapa tindak pidana.
2. Sistem kumulasi (cumulatie stelsel)

Menurut sistem ini terhadap sesorang yang telah melakukan beberapa

tindak pidana itu tiap-tiap pidana yang dilakukannya itu dijatuhkan.
3. Sistem absorpsi yang dipertajam (verscherpte absorptie stelsel)

Menurut sistem absorpsi yang dipertajam yaitu seseorang yang telah



melakukan beberapa tindak pidana itu hanya dapat dijatunkan satu pidana pokok

yang paling berat ditambah dengan sepertiganya.

4. Sistem kumulasi sedang (gemachpgide cumulatie stelsel)

Menurut sistem ini terhadap sesoerang yang telah melakukan beberapa
tindak pidana yang diancam terhadap tiap-tiap tindak pidana yang dilakukannya
itu seluruhnya dijatuhkan. namun jumlahnya itu tidak boleh melebihi dari pidana

pokok yang paling berat ditambah sepertiganya.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatag

WERS/,
skan p pgﬂﬁist

digunakan adaja 48U disebfit penelitian hukum

doktrinal, atau ¥di paitu penelitian yang

-
2. Jenis dan SumNer Da{a:.'q GU ﬁu

Sehubungan dengan penelitian ini adalah penelitian hukum normativ atau
penelitian hukum doktrinal atau disebut juga penelitian kepustakaan, maka jenis
data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan
meliputi bahan hukum primer yang mencakup didalamnya peraturan
perUndangundangan yang terkait dengan topik tujuan penelitian dan putusan
hakim. Data primer dari sumber hukum sekunder mencakup karya ilmiah para

sarjana hukum dalam bentuk buku.

3. Metode Pengumpulan Data



Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan baik terhadap data

Sekunder yang Berasal dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

4. Analisis Data

Data sekunder baik yang berasal dari bahan hukum Primer maupun dalam
bahan hukum sekunder akan diproses dengan menggunakan analisis kualitatif
untuk memperolen gambaran Penerapan Sistem Pemidanaan Concursus dalam

Praktek Peradilan.




